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ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakngi oleh masihnyeknya produsen
makanandalam kemasan tidak mempunyai label haaklRian ini bertujuan untuk
mengetahui Apakah setiap produk makanan dalam lemygang beredar di Kota
Bengkulu wajib mencantumkan label Halal, untuk negagui apa penyebab produk
makanan dalam kemasan tidak berlabel halal banga&dbr di Kota Bengkulu ,
untuk mengetahui mengapa Peraturan Pemerintah N@&@®9otahun 1999 tidak
mampu mencegah beredarnya makanan dalam kemasgnidak berlabel halal di
Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini menggunakan dadatan kualitaif dengan
menganalisa pandangan, persepsi dan pendapat idak yang berwenang yaitu
LPPOM MUI dan BPOM melalui wawancara bebas terpmmpPenelitian ini
menggunakan informan dengan memberikan keteranganntenjadi narasumber
dalam penelitian menggunakan quisoner. Data prada&am penelitian ini diperoleh
langsung dari responden dengan metode wawancaras belppimpin dan data
sekunder diperolen dengan melakukan penelitian dtagaan, data yang telah
dikumpul dianalisissecara kualitatif dengan mengdpan metode deduktif-induktif
atau sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukarhvib@apakah setiap produk
makanan dalam kemasan yang beredar di Kota Bengkajib mencatumkan label
Halal, kerena setiap orang yang memproduksi atamasekkan pangan yang
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdgam wajib mencantumkan
label pada, di dalam, dan atau di kemas pangambsglridis telah di atur dalam
Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun E9@8ng Label dan Iklan Pangan
wajib mencantumkan label halal.Penelitian ini megukan penyebab produk
makanan dalam kemasan tidak berlabel halal bangiaddbr di Kota Bengkulu yaitu:
bahwa kurangnya kesadaran hukum produsen makaaamd&kemasan untuk
mendapatkan sertifikat dan label halal, kurangngagptahuan produsen makanan
dalam kemasan terhadap sertifikat dan label h&lalangnya sosialisasi terhadap
sertifikasi dan label halal, dan belum tegasnysaathhukum mengenai sertifikasi dan
label halal.Penelitian ini juga menerangkan PeastUPemerintah Nomor 69 tahun
1999 tidak mampu mencegah beredarnya makanan didgmasan yang tidak
berlabel halal di Kota Bengkulu, disebabkan kursagpengawasan dari BPOM
terhadap makanan dalam kemasan yang tidak berteatb@l dan lemahnya sanksi
yang di berikan terhadap produsen makanan.



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memiltkanan yang
halal serta menjauhi makanan haram. Rasulullarabdes “Dari Abu Hurairah
ra berkata : Rasulullah Saw bersabda: ” Sesungguhf@ah baik tidak
menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesunggui&iah memerintahkan
kepada orang-orang mu’'min sebagaimana yang dipbkah kepada para Rasul,
Allah berfirman: “Hai Rasul-rasul, makanlah darikaaan yang baik-baik, dan
kerjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Médragetahui apa yang

kamu kerjakan™,

Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuanteknologi di
bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimuokegkiuntuk diproduksi
dengan cepat dan efisien dengan memakai perandkat aat, cara dan
campuran tertentu sehingga menghasilkan produkastekgalitas dan kuantitas
yang diinginkan, untuk mengetahui kehalalan protersebut tentu tidak lagi
ditentukan secara manual dan sederhana. Untuk mbaggi kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, anpkoses pengujian

! Tersedia Pada, http://firdauzzuel.blogspot.con?208/makanan-halal-dan-

haram.htm| diakses Juni 2013, Pukul. 14.32 Wib




kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pahganh dan teknologi
tertentu, di antaranya menggunakan laboratorium.

Dari penjelasan di atas, dalam mensikapi produigga dalam kemasan
yang belum teruji dalam pengujian/pemeriksaan kaiooium, Lukmanul Hakim
memposisikannya sebagai barang yanmitasyaabihat Pendapatnya ini
didasarkan pada Hadist, riwayat Muslim, yang aginy

"Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pualsyelas, dan di antara

kedua hal tersebut terdapat yangsytabiha{syubhatsamar-samar, tidak

jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidalgetahui hukumnya.

Barang siapa yang berhati-hati dari perlanabhat sebenarnya ia telah

menyelamatkan agama dan hargadiririya”

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalamlithéedenaran
isi label halal tersebut, maka negara menggunalkditagai perangkat hukum
dan kelembagaannya untuk mengatur tentang ptakeBing halal pada produk
pangan dalam kemasan. Peraturan perundang-undgaggrmmengatur masalah
kehalalan produk pangan dalam kemasan yakni: Undaagng Nomor 7
Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang Noriah@n 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan toeaa-peraturan di
bawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 T4BAA8 tentang Label dan

Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518umaB001 tentang

Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan PenetapgmnRadal.

2 Lukmanul Hakim, 208Label halal www.http://Indohalal.comdiakses tanggal 14
Juni 2013, Pukul. 14.32 Wib.

% H.R. Muslim.



Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengahtang
sertifikasi dan labelisasi halal tersebut dipandaeigagai hal yang positif bagi
umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atagduk-produk pangan
yang beredar di pasar, sehingga diharapkan tidakkachguan bagi umat Islam
untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel teatebut. Namun, dalam
praktik pengusaha bisa jadi hanya menempelkan labkell pada produknya,
tanpa ada pemeriksaan dan pengujian, sehinggaogdulp tersebut tidak sesuai
dengan labelnya. Menurut pendapat Lukmaanul Halgbih bijak kiranya bila
produk makanan yang belum melalui pengujian danepgsaan halal, dalam
hukum agama figh) hal tersebut ditempatkan sebagai produk yang
mutasyaabihaat

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentanginéarigan
Konsumen, Pasal 4 (a) disebutkan bahwa:

“Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamdaarkeselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, grkn&onsumen
muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indaneserhak untuk
mendapatkan barang yang aman dikonsumsi olehnigh Satu pengertian aman
bagi konsumen muslim adalah bahwa barang terselalt bertentangan dengan
kaidah agamanya. Selanjutnya, pada pasal yangsaintec disebutkan bahwa:

“konsumen juga berhak atas informasi yang benatas,je dan
jujurmengenai kondisi dan jaminan barang dan/asa.]



Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini memberj@mgertian bahwa
keterangan halal yang diberikan oleh perusahaawsladr benar, atau telah teruji
terlebih dahulu. Dengan demikian, perusahaan tdighat dengan serta merta
mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalmgpgan kehalalan yang
telah ditentukan.

Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan izin melakigdaeling halal
atas produknya, sekarang ini pemerintah membudal suekanisme tertentu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992ngri{asehatan, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UndadgrgnNomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peratunaertgah Nomor 69 Tahun
1999 tentang Label dan lklan Pangan, Keputusan dfieAigama Nomor 518
Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara PemeridaaaPenetapan Pangan
Halal, terdapat 2 tingkatan prosedur yang merupakanlabel halal, yang disebut
sebagai sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasidoto halal didefinisikan sebagai
Pengajuan izin dan pemeriksaan produk pangan kdpadamga yang berwenang
untuk mengeluarkan Sertifikat produk halal. Sedangkabelisasi halal adalah
proses pengajuan izin kepada lembaga yang berweoatdk mengeluarkan
keputusan pemberian izin kepada pengusaha untulabeieasi halal pada
kemasan produk pangannya.

Satu-satunya lembaga yang hingga saat ini berhdakolan sertifikasi
adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga imnjadi lembaga pemeriksa

berdasarkan Piagam Kerjasama Departemen Keselixpartemen Agama dan



Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tempfaalaksanaan Pencantuman
Label “Halal” pada Makanan, di mana dalam alinea2kpiagam tersebut
disebutkan: “Disepakati bahwa suatu produk maka@mminuman yang beredar
dapat dinyatakan halal hanya atas dasar FatwaMigelis Ulama Indonesia,
setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audlkdisi produsen dan pengujian
laboratorium secara seksama”. Kemudian, secarasteRepartemen Kesehatan
dalam hal ini mengsubordinasikan wewenangnya tatsekepada Balai
Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM), denganikidem setelah
memperoleh sertifikasiproduk halal dari MUI, produ&rus didaftarkan ke Balai
POM.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomdaleédn 1999 tentang
Label dan lklan Pangan yaitu:

1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pajagey dikemas
ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dewmyatakan
bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, lgytarg jawab atas
kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantukétarangan atau
tulisan halal pada Label.

2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksudayatidl) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Dari penjelasan Pasal di atas keterangan halaklet dimaksud agar

masyarakat (umat Islam) terhindar dari mengosunasigan tang tidak halal

(Haram)?

4 Ahmadi Miru, 2011Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumenliitlonesia,
Rajawali Pers, Jakarta, HIm 189.



Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentangl ldsve Iklan Pangan
dan peraturan pelaksanaan lainnya, masalah kehgedduk tidak hanya menjadi
tanggung jawab individu dan tokoh agama tetapi jogajadi tanggung jawab
pemerintah. Adanya undang-undang dan peraturarkgaglaan lainnya tersebut
menyatakan bahwa Indonesia telah memberikan parigeh terhadap konsumen.
Dibentuknya undang-undang tersebut sebagai hukusitifpgang berlaku di
Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesi& umdmgakui dan melindungi
hak-hak konsumen. Namun, yang terjadi kemudian,immlaanyak pelanggaran
dan kasus-kasus makanan dan minuman haram yangikarumasyarakat.

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut bisa merudgieqada tata aturan
masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaan atau ikardghidupoan anggota-
anggota masyarakat, atau harta bendanya atau narkayd atau perasaan-
perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan laig yerus dihormati dan
dipelihara’®

Masyarakat Kota Bengkulu yang mayoritas penduduk Imgragama Islam
95, 27% %Jelas sekali keberadaan Pasal 10 Peraturan PeaheNot 69 Tahun
1999 tentang Label dan Iklan Pangan terhadap radlal yang sudah sekian lama

berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai &edelbut ditaati oleh

® Subanrio Dkk, 2005Bahan Ajar Hukum IslamFakultas Hukum UNIB, Bengkulu. HIm
125.

® Tersedia pada, http://www.kemendagri.go.id//prdéierah/provinsi/detail/17/bengkuju
diakses pada tanggal 1 Maret 2014, pukul 21.00 WIB




pengusaha makanan kemasan dalam kemasan, khugpesgyssaha kecil, seperti
untuk produsen yang produksi makanan di Kota Belugku

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, getautarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut dan menuliskannya ke datahuah skripsi yang berjudul:
“Pencantuman Label Halal Pada Makanan Dalam KemasanDi Kota
Bengkulu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Bhun 1999

B. Permasalahan

1. Apakah setiap produk makanan dalam kemasan yaeddredi Kota Bengkulu

wajib mencatumkan label Halal?

2. Apa penyebab produk makanan dalam kemasan tidd&bkérhalal banyak
beredar di Kota Bengkulu?

3. Mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun1988 tithmpu mencegah
beredarnya makanan dalam kemasan yang tidak bertedal di Kota
Bengkulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui Apakah setiap produk makanan d&amasan yang
beredar di Kota Bengkulu wajib mencantumkan laksbH
2) Untuk mengetahui apa penyebab produk makanan didamasan tidak

berlabel halal banyak beredar di Kota Bengkulu



3) Untuk mengetahui mengapa Peraturan Pemerintah Nétaahun 1999
tidak mampu mencegah beredarnya makanan dalam &enyasg tidak

berlabel halal di Kota Bengkulu

2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bestkan sumbangan
pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagiepdrkngan ilmu
hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya
b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan tapgnjadi bahan
pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektiam rangka
memahami mengenaiefektifitas pelaksanaan PeraReamerintah Nomor
69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan darsaj yang menjadi
hambatan dalam pelaksanaannya.
D. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Tentang Makanan Halal
Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang whghgi umat
muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun babemgng konsumsi
lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat muslinmdonesia yang jumlahnya
mencapai 88,20% dari 230 juta jiwa, maka dengadiseya pasar Indonesia

merupakan pasar konsumen Muslim yang demikian b&iah karena itu,



jaminan akan produk halal menjadi suatu yang pgntintuk mendapatkan
perhatian dari negara.

Halal (>, habll, halaal) adalah istilah bahasa Ardalam_agama
Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh”. Istilah idalam kosa
kata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merukepada
makanandan_minumaryang diizinkan untuk dikonsumsi menurut
dalam_Islam Sedangkan dalam konteks yang lebih luas ishi&al
merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan merurkum
Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian &lI).

Agar pengusaha secara legal dapat mencantumkah Halz atas
produknya, ia harus melaksanakan dua langkah pugsgakni labelisasi dan
sertifikasi. Labelisasi ataabelingyang dimaksud dalam penulisan ini adalah
proses pemberian label halal atas makanan dalanademyang dilakukan
oleh lembaga yang berwenang (Departemen Kesehaaam hal ini
ditangani olehBalai Pengawasan Obat dan Makanalai(B&®M)). Sebelum
proses labelisasi halal diberlakukan, terlebih dalpengusaha pangan dalam
kemasan harus melalui proses sertifikasi produklhang dilakukan oleh
lembaga yang berwenang, dalam hal ini MUl merasmga satu-satunya
pihak yang berwenang melaksanakannya di Indon®siéfikasi produk halal
yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses iladui oleh pengusaha

dalam mendapatkan sertifikat produk halal darilpsjgang berwenang.

"wikipedia,http://en.wikipedia.org/wiki/lslamHalal, Diakses tanggal 14 Juni 2013,
Pukul 2.34 Wib.

®http://id.wikipedia.org/wiki/Halal Halal, Diakses tanggal 14 Juni 2013, Pukul 23.54
Wib.




Dalam pandangan Islam, masalah halal dan haramaseik dalam hal
makanan, tidak terbatas pada masalah regulasi aemmglainkan terkait
dengan hubungan transendental antara hamba denfanriya. Sedemikian
pentingnya permasalahan kehalalan suatu produk maakani, dirasa
keberadaan regulasi maupun lembaga yang mengatantemasalah tersebut
berikut pelaksanaannya menjadi suatu keharusaningggh regulasi dan
wadahnya tersebut diharapkan mampu memberi kenyamatepada
konsumen, khususnya yang beragama Islam, agar tatkk keraguan
mengenai kehalalan produk makanan yang dikonsumasiny

Apalagi dengan semakin canggihnya teknologi pangsng
berkembang dalam kehidupan, menjadikan persoaliah den haram dalam
produk pangan tidak lagi sesederhana dahulu, nk@lairmenjadi lebih
kompleks. Bagaimana tidak, saat ini di sekitar rasslyat, marak beredar
produk pangan yang merupakan hasil olahan yanghpdeagan rekayasa
teknologi pangan.

Dengan demikian, cara-cara untuk menentukan ketmatalatu produk
makanan juga mengharuskan menggunakan teknologi dam
pengetahuan.Syarat kehalalan produk makanan menouktim Islam
meliputi 2

a. Tidak mengandung badian bahan bahan yang berasal dari babi

%http://id.wikipedia.org/wiki/Halalbid.
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b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan sejpainan
yang berasal dari organanusia, dargldan kotoran-kotoran.
c. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembtetigan

syari'at Islam
d. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengoldha

transportasinyatidak boleh digunakan untuk babi; jika pernah
digunakan untuk babi atau barang yang tidak halahya terlebih
dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatuurmeésyari’at.

2. Tinjauan tentang Label Halal pada Makanan Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Ien Pangan .

Label dan iklan pangan merupakan sarana dalamtkegi@rdagangan
pangan yang memiliki arti penting, sehingga periiudt dan dikendalikan
agar informasi mengenai pangan yang disampaikaadeemasyarakat adalah
benar dan tidak menyesatkan. masyarakat berhak oremperoleh informasi
yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangamy yakan
dikonsumsinya, khususnya yang disampaikan melahglldan iklan pangan.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai pelaksanadanghtundang
Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang peshgatur tentang label
dan iklan pangan dengan Peraturan PemerintahNogndalbun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan.

Dalam Pasal 1 huruf (c) dan (d) Peraturan Pemérifhtamor 69
Tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan, mekpaagaitu: Label pangan
adalah setiap keterangan mengenai pangan yangnbékbgambar, tulisan,

kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disentak@ada pangan,
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dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau meampalagian kemasan
pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemeiimtdisebut label. Iklan
pangan adalah setiap keterangan atau pernyataagen@npangan dalam
bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dkak dengan berbagai cara
untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan, wagusiya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut Iklan.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomdraan 1999

tentang Label dan lklan Pangan yaitu:

1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan payag
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdgkam dan
menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umatn,ls
bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan téerdabuwajib
mencantumkan keterangan atau tulisan halal padal.Lab
2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud gyada(1)

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentangl Ladoe Iklan

Pangan dan peraturan pelaksanaan lainnya, masaketialan produk tidak
hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokohregyéetapi juga menjadi
tanggung jawab pemerintah. Karena secara yuridsyanakat berhak untuk

mengetahui keberadaan label halal pada makanan.

. Tinjauan Umum Tentang SertifikasiHalal Pada Makanan

Manusia dalam hidupnya dikelilingi pelbagi macamhda yang

mengancam kepentingannya, sehingga seringkali rbabian kepentingan
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atau keinginannya tidak tercapiSalah satu kepentingan manusia tersebut,
terutama umat Islam adalah kepentingan untuk mextkiap makanan yang
halal. Oleh karena itulah, diperlukan pengaturamgeeai kehalalan suatu
produk makanan.

Penentuan kehalalan produk makanan dalam kemasarmmya
disebut label. Hal tersebut dikarenakan pada umansggala informasi
tentang produk makanan dalam kemasan telah tegatia label, demikian
juga tentang label halal. Jikalau penentuan kedwalpfoduk makanan dalam
kemasan adalah menjadi otoritas MUI, maka bisatalkesn MUI lah yang
berhak menentukansah/tidaknya pencantuman label lhialam kemasan
makanan.

Pada awalnya munculnya suatu peraturan biasanga&agrentingnya
masalah tersebut bagi masyarakat yang diaturnyaikden juga dengan
masalah label halal. Konsumen, khususnya yang &aerag Islam
menginginkan agar label halal yang tertera dalamasan produk makanan
harus valid. Artinya keberadaan label tersebutktidanya logo yang tertera

dalam kemasan saja, melainkan benar-benar menjehalalan produk.

9 Wirjono Prodjodikoro, 2000Perbuatan Melanggar HukumBandung, Mandar
Maju. HIm. 1.
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Sertifikat produk halal adalah surat keputusan dathalal yang
dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk sdawiff' Sertifikat
produk halal ini merupakan syarat untuk mencantabell halal. Ini artinya
sebelum pengusaha memperoleh izin untuk mencanturiakeel halal atas
produk pangannya, terlebih dahulu ia mengantongifikat produk halal
yang diperoleh Lembaga Pengkajian Pangan Obatolddan Kosmetika
(LPPOM) MUI.

Pasal 1 butir d Keputusan Menteri Agama Nomor 538uh 2001
tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan danapame®angan Halal

menyebutkan:

Sertifikat produk halal adalah fatwa tertulis yangenyatakan

kehalalansuatu produk pangan yang dikeluarkan dlembaga
Pemeriksa.

Kewenangan MUI dalam melakukan sertifikasi ini jugalihat
dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Agama &hdr 518 Tahun
2001 tentang Pedoman Dan Tata Cara PemeriksaaRathmtapan Pangan
Halal MenteriAgama Republik Indonesia yang menyatak

Setiap produsen atau importir yang mengajukan pleomen

pemeriksaan kepada Lembaga pemeriksa harus mekampir
persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan telah memenuhi persyaratan Cardulsi
Makanan yang Baik (CPMB) dari Departemen Kesehdtagi

"pepartemen Agama Republik Indonesia, 28@8em dan Prosedur Penetapan
Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesialakarta: Bagian Proyek Sarana dan
Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingdasyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. Him. 15.
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produk pangan dalam negeri, dan Surat KeterangdiBCéan
instansi yang berwenang dari negara asal, untuttugrpangan
impor;

b. Sertifikat produk halal dari Majelis Ulama Indoreesatau
lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui Majelilama
Indonesia yang menyatakan bahwa pemotongan hewan
dilakukan berdasarkan hukum Islam, dalam hal megkan
produk pangan yang menggunakan bahan dari hewan;

c. Sertifikat dan sumber bahan baku, bahan tambaleamnbédhan
penolong lainnya;

d. Data penunjang bahan, seperti sertifikat produlalhalsal usul
bahan, dan lain-lain;

e. Bagan alur proses produksi.

Dalam mendapatkan sertifikat produk halal, pengasdarus
mentaati prosedur yang ditetapkan oleh LPPOM Mukny pengusaha
mengisi formulir yang telah disediakan dengan melean:

a. Spesifikasi dan Sertifikat produk halal bahan bakahan

tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses

b. Sertifikat produk halal atau Surat Keterangan Hdlali MUI

Daerah (produk lokal) atau Sertifikat produk halati Lembaga
Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) uktbahan
yang berasal dari hewan dan turunannya.

c. Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam pandualal h

beserta prosedur baku pelaksanaannya.

Permohonan dan lampiran di atas, kemudian diprietels lanjut
oleh LPPOM MUI dengan melakukan pemeriksaan/audit tm auditor
ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiaanpirannya
dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapsn Kemudian

hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium aligasi dalam rapat

tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi perdgaramaka dibuat

2bid. HIm. 16.
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laporan hasil audit untuk diajukan kepada SidanmisoFatwa MUI untuk

diputuskan status kehalalannya. Selanjutnya prodwgau perusahaan
harus mengangkat Auditor Halal Internal sebagaiidmglari Sistem
Jaminan Halal. Jika kemudian ada perubahan dalarmggp@aan bahan
baku, bahan tambahan atau bahan penolong padas pposduksinya,
Auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkantuk mendapat
“keberatan penggunaannya’. Bila ada perubahaan yarkgit dengan
produk halal harus dikonsultasikan dengan LP POMI Mlgh Auditor

Halal Internal. Sertifikat produk halal yang dipeto dari MUI tersebut
berlaku selama 2 tahun, dan 2 bulan sebelum berakieingusaha
diwajibkan mendaftarkan kembali untuk mendapatkantifkat produk

halal yang baru.

Setelah mendapatkan sertifikasi produk halal datil,Mmaka
proses yang harus dilalui selanjutnya adalah Iséli Labelisasi Halal
merupakan proses final dalam upaya memperoleh ledal atas produk
tersebut. Lembaga yang berwenang dalam melakukiaglidasi halal
adalah Departemen Kesehatan sebagaimana diatun ddiaea ketiga
Piagam Kerjasama tersebut yang berbunyi: “Pelalksarmencantuman
label “Halal” termaksud lebih lanjut diatur oleh [etemen Kesehatan
yang didasarkan atas hasil pembahasan bersamaa aDgpartemen

Kesehatan, DepartemenAgama dan Majelis Ulama Irgi@he
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4. Standardisasi Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Produksi
Halal
Dalam menetapkan standar kehalalan suatu produk,] MU
membaginya menjadi lima standardisasi berdasarkeurtunsur/bahan-
bahan produksinya:

a. Standardisasi tentarkhamr,

b. Standardisasi tentang Ethanol dan lain-lain;

c. Standardisasi tentang Penyembelihan;

d. Standardisasi tentang Nama Produk dan Bahan;

e. Standardisasi tentang Mikroba/Mikrobial.

Standard keharamarkKhamr, ditetapkan oleh Majelis Ulama

Indonesia (MUI) sebagai berikdit:

1) Khamradalah setiap yang memabukkan, baik minuman maupun
yang lainnya. Hukumnya haram.

2) Minuman yang termasuk dalam kategdramradalah minuman
yang mengandung ethanol (C2H50H), minimal 1%.

3) Minuman yang termasuk dalam kateddramradalah najis.

4) Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% selbegdi
fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasaegahan
(preventif), jadi tidak najis.

5) Minuman yang dibuat dari air perasan tape dengaa@gan
ethanol minimal 1%, termasuk kategkhiamr.

6) Tape tidak termasukhamr.

Dalam menentukan standard mengenai Ethanol, fatwé Mharus

memperhatikan hal-hal beriktit:

13 P POM MUI, 2003, Pengukir Sejarah Sertifikasi Produk HaldlP POM MUL.
Jakarta. HIm. 22.
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a) Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukaasakdari
industrikhamradalah suci.

b) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa muignioyggan
berasal dari industrikhamr untuk proses produksi industri
pangan, hukumnya:

1) Mubah, apabila hasil produk akhirnya tidak terdsitek

2) Haram, apabila hasil produk akhirnya masih terdstek

3) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murgi yan
berasal dari industrkhamr untuk proses produksi industri
hukumnya haram.

4) Fusel oilyang bukan berasal d&tamradalah halal dan suci.

5) Fusel oilyang berasal dakhamradalah haram dan najis.

6) Komponen yang dipisahkan secara fisik dasel oil yang
berasal dari khamr, hukumnya haram.

7) Komponen yang dipisahkan secara fisik dasel oil yang
berasal darkhamrdan direaksikan secara kimiawi sehingga
berubah menjadi senyawa baru, hukumnya halal dan su

8) Cuka yang berasal dathamrbaik terjadi dengan sendirinya
maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.

9) Ragi yang dipisahkan dari proses pembudiaamr setelah
dicuci sehingga hilang rasa, baru dan wakhamr -nya,
hukumnya halal dan suci.

Mengenai standardisasi tentang penyembelihan, Majglama
Indonesia(MUI) menentukan pedoman sebagai betikut:

a) Yang boleh menyembelih hewan: orang yang beragasaan |
danagqil baligh.
b) Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukageten
aMembaca basmalah saat penyembelihan.
b. Menggunakan alat potong yang tajam.
c.Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/
tenggorokan Hulgun), saluran makanamm@ri’), dan kedua
urat nadi (vadajain).
d. Pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masip.hid
c) Pada dasarnya pemingsanan hevauanfing hukumnya boleh
dengan syarat: tidak menyakiti hewan tersebut dssudah
distunning statusnya masih hidupgyat mustagirrah

¥bid. HIm. 23.

% |bid.
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d) Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, seliangawi
ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewakumuaya
tidak boleh.

Dalam menentukan kehalalan suatu produk, Majelisaniadl
Indonesia (MUI) juga men-standard-kan agar Komasiwa MUl dalam
mengeluarkan fatwa halal melakukan eksaminasi daghgroduk dengan

mengatur akan nama produk dan bahan. Standardueradalah sebagai

berikut®

1) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama tdan/a
simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada
kekufuran dan kebatilan.

2) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama tdan/a
simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-na
benda/binatang yang diharamkan terutama babi ldamr,
kecuali yang telah mentradisi u¢f) dan dipastikan tidak
mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti haieD,
bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.

3) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahanuramp
bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan
rasa/aromaflavor) benda-benda atau binatang yang diharamkan,
seperti mie instan rasa babgcon flavor dan lain-lain.

4) Tidak  boleh  mengkonsumsi  makanan/minuman  yang
menggunakan nama-nama makanan/minuman yang dihamamk
sepertiwhisky, brandy, beatan lain-lain.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mahg tentang
mikroba/microbial, dengan ketentuan sebagai befikut
a) Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media perturabwang

suci dan halal adalah halal dan mikroba yang tuntarhberasal
dari media pertumbuhan yang najis dan haram, adiaiem.

¥1hid. HIm. 24.

Ybid. HIm. 25
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b) Produk microbial yang langsung dikonsumsi yang rmeagan
bahan-bahan yang haram dan najis dalam media
pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, gKalaplant,
dan tahap produksi, hukumnya haram.

c) Produk microbial yang digunakan untuk membantu gsos
memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsh da
menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media
pertumbuhannya, hukumnya haram.

d) Produk konsumsi yang menggunakan produk microbélsh
ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap prosagepgaran
mikroba.

5. Teori Kesadaran Hukum

Untuk melakukan penelitian terhadap Pengusaha Kediidang
makanan dalam kemasandi Kota Bengkulu terhadapl&sdabel produk
halal, peneliti berusaha melihat permasalahan ialard kerangka
kedasaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Hhal dikarenakan
penggunaan label halal mempunyai tata cara tertegibagaimana yang
telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undan@emgan adanya
regulasi tersebut, pengusaha makanan dalam kendadéota Bengkulu
tidak mencantumkan label halal, secara ilegal atpa melakukan
pendaftaran terlebih dahulu. Walaupun hal terséleapengaruh terhadap
larisnya makanan kemasan yang mereka jual.

Keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diildehgan

kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasiainkan

kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme alsosi
masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap asgulabel
produk halal. Regulasi tentang label produk haldibs sekian lama
berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenaehsghut ditaati

oleh pengusaha makanan kemasan dalam kemasan,skiasu
pengusaha kecil. Adapun definisi pengusaha tersatmiah orang
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yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lai
menjalankan perusaha&h.

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka tidak dapgapas dari
kesadaran hukum, karena keduanya mempunyai hubupgag erat.
Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnyajgikmenyadari
pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapahgarhadap hukum,
jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, menurubnRy Hanitijo
Soemitro kesanggupan untuk memahami hukum secgis dian diikuti
oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dariadil tidaknya hukum
tersebut®

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan aalany
pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar waaggarakat
benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaamedataat dari
peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat desgja rela
mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. idal
dikarenakan untuk mewujudkan masyarakat yang teratanusia
atau anggota masyarakat itu harus memperhatikasakaeaedah,
norma-norma, ataupun peraturan-peraturan hidupntertyang ada
dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup.

Kesadaran hukum tidak terlepas dari bagian mekan@negakan

hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu pers@alg serius bagi

bangsa indonesf.

18 Team Teaching, 2005{ukum DagangBengkulu: Fakultas Hukum Unib. HIm. 22.

9 Ronny Hanitijo Soemitro 1990Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat
Bandung: Alumni. HIm. 19.

2 C.S.T. Kansil. 1989Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum IndongeSiakarta:

Balai Pustaka. HIm. 34.
2L |lhami Bisri, 2012 Sistem Hukum Indonesi&ajawali Pers, Jakartglim. 128.
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakamumnhuk
Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara streghzagai berikut?

1. faktor hukumnya sendiri,

2. faktor penegak hukum,

3. faktor sarana atau fasilitas,

4. faktor masyarakat,

5. faktor budaya.

Dari beberapa faktor penegakan hukum di gt@sicantumanlabel
halal pada makanan kemasan faktor-faktor tersebbgai mempunyai
kontribusi dalam menjamin kehalalan suatu propdakgan yang akan
dikonsumsi.

Keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diildehgan
kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasiainkan kepatuhan
tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial makgémga, demikian juga
berlaku terhadap regulasi labelisasi halal. Regit#aang labelisasi halal
sudah sekian lama berlaku, namun, belum tentu ketermengenai hal
tersebut ditaati oleh pengusaha pangan dalam kemaddaususnya
pengusaha pangan skala mikro (pengusaha kecila Badt ini, masih
banyak dijumpai pangan dalam kemasan berlabel ,hakhun, tidak
disertai dengan kode registrasi dari Balai POM roauldUl (label fiktif).

Hal ini menjadi bukti bahwa regulasi mengenai &kési dan labelisasi

halal tersebut masih belum banyak ditaati atautdipaoleh pengusaha

22 5perjono Soekanto, 201Eaktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum
Jakarta: Rajawali Pers. HIm. 219.
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pangan dalam kemasan, khususnya pengusaha kecipatgusaha yang
produksinya masih dalam skala mikro.

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka kita tildgdat terlepas
dari kesadaran hukum, karena keduanya mempunyainigab yang erat.
Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnyajgikmenyadari
pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapahgarhadap hukum,
jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupntuk memahami
hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan kunnenilainya,
terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersébutlenurut Soerjono
Soekanto masalah kepatuhan terhadap hukum merupsaisar lain dari
persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukurdairSau, kesadaran
hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakdan
penghargaan terhadap hukdn.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa artapatuhan
seseorang terhadap hukum terdapat hubungan yamgtsarat dengan
kesadaran hukumnya. Hanya saja kepatuhan hukurk tigenyangkut
pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku pekdhadap hukum.

Menurut Soerjono Seokanto dan Mustafa Abdullahmialapat dibuktikan

% Ronny Hanitijo Soemitro, 198%5tudy Hukum dan Masyaraka&lumni, Bandung.
Him. 26.

24 Soerjono  Soekanto, 1981,Beberapa Cara dan Mekanisme dalam

PenyuluhanHukuiCV Radjawali, Jakarta. HIm. 45.
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dengan beberapa sebab mengapa seseorang itu tagiatidn kepada
hukum, seperti sebagai beriKdt:

1. Takut karena sanksi yang negatif, apabila hukuandgar;

2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;

3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekamsesa,;

4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilag yhanut;

5. Kepentingannya sendiri.

Pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat biadisnya
dengan suatu penghargaan terhadap hukum, bila mghagati manfaat
hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakeg parsangkutan.
Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwaawargsyarakat
dalam memahami hukum, mereka memberi pengertian terh&dé&pm
sebagai berikut®

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan,

2. Hukum sebagai disiplin,

3. Hukum sebagai tata hukum,

4. Hukum sebagai petugas,

5. Hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa,

6. Hukum sebagai perilaku yang teratur,

7. Hukum sebagai jalinan nilai,

8. Hukum sebagai proses pemerintahan,
9
1

. Hukum sebagai kaedah,
0. Hukum sebagai seni.

% Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 19%hsiologi Hukum dalam
Masyarakat Radjawali Press, Jakarta. HIm. 186.

2pid. HIm. 176.
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Kesadaran hukum disini terkaitkan mengenai perhigdm konsumen
terhada pencantumanlabel halal pada makanan datgmadan, Menurut
Yusuf Shofie, Undang-undang perlindungan konsumen Irdlonesia
mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumedakem 2 (dua)

kelompok, yaitd”:

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
2. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.
Berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat idibitang-
bidang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut
a) Keselamatan fisik;
b) Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonkonisumen;
c) Standard untuk keselamatan dan kualitas barara jseH;
d) Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;
e) Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanaka
tuntutan ganti kerugian;
f) Program pendidikan dan penyebarluasan informasi;
g) Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makamanman
obat-obatan dan kosmetik
Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa sudafaji@an pengusaha
makanan ringaan dalam kemasan untuk memberikaningh@ngan

konsumen terhadap produk yang diperdagangkan sdsugan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

27 yusuf Shofie, 2000Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrument Iruka
Bandung, PT Citra Aditya Bakti, HIm 26

2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 200Aukum Perlindungan Konsume®iT. Raja
Grafindo, Halamn 50.
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaramnhuklenurut

Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebegkut?®

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum
Secara umum, peraturan-peraturan yang telah s demgan
sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebas ldan
diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatuloggan
tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui &aang
mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum ydngus
bagi mereka.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentulnmh
berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegu ki
norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu deraj
pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-kerehtuaum
yang berlaku. Namun, hal ini belum merupakan jamibahwa
warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketertiu&om
tertentu dengan sendirinya mematuhinya, tetapi payh diakui
bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuamhaka
kalanya cenderung untuk mematuhinya.

3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Penghargaan atau sikap tehadap ketentuan-kete ueum,
yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atéwgtan yang
dilarang hukum diterima oleh sebagian besar wargsyarakat.
Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistermilai
yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang ataugkamn
mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin
pemenuhannya.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-katemikum
Salah satu tugas hukum vyang penting adalah mengatur
kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. ritiegan
para warga masyarakat tersebut lazimnya bersunduk pilai-
nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yailgdan apa
yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhauajum,
dengan demikian sedikit banyak tergantung apakpbkrikengan-
kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidangnta
dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. jda
suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkamakar
adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin mesnelih

29 Soerjono Soekanto, 198@p. Cit.HIm. 217-219.
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hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atapiman
karena kepentingannya terlindung, karena cocok atenglai-
nilai yang dianutnya.
Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan aalany
pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar waaggarakat benar-
benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau nbhaddaia peraturan

hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka meintaati dan

mematuhi perturan hukum tersebut.

. Tinjauan Umum Terhadap Makanan Yang Telah Dikemas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199Grtg
Pangan, menyatakan:

Pangan adalah segala sesuatu yangberasal darirsheyagi dan

air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yangedimtukkan

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manesi@asuk
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan laahgang

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dao a

pembuatan makanan dan minuman.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makanamdatmasan
merupakan termasuk pangan yang sudah diolah. Hadesuai dengan
ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor énTa896 tentang
Pangan yang menyatakan: pangan olahan adalah nmakgsia minuman

hasil proses dengan cara atau metode tertentu mlextga tanpa bantuan

tambahan. Sedangkan kemasan pangan adalah balypdiganakan untuk
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mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yangritensn langsung
dengan pangan maupun tidak.

Makanan kemasan umumnya disajikan dengan cara dietau
dibungkus dalam suatu kemasan tertentu, agar mak&eaasan di
dalamnya sampai kepada konsumen dalam keadaan [s#lain
itu,pengusaha memerlukan media yang menempel padalppangannya,
untuk melakukarabelingatau memberi merek dan tampilan yang bagus
untuk produknya. Belum lagi lahir berbagai regujaga mengatur tentang
label, demikian juga label halal, dan pencantumanmyumnya terdapat
pada kemasan pangan. Hal-hal tersebut di atas alempfaktor-faktor
mengapa kemasan diperlukan untuk membungkus makatsam
kemasan.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitiarkdm empiris,
dalam penelitian hukum empiris data primer merupakata utama yang
akan dianalisis. Data primer adalah data yang diglerlangsung dari

masyarakat’Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung datarpr

%0 Ronny Hanitijo Soemitro, 198Metode Penelitian Hukum dan Jurimetdiakarta:
Ghalia Indonesia, HIm 24.
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Penelitian empiris ini tergolong pada penelitiaekéfitas hukum
yang merupakan penelitian hukum yang hendak mdmeigktifitas suatu

peraturan perndang-undangan.

. Lokasi Penelitian
Berdasarkan judul penelitian dan rumusan permasajamaka
penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, dengarasan dan
pertimbangan sebagai berikut :
a. Bahwa penulis berdomisili di Kota Bengkulu sehinggeriu
untuk melakukan penelitian di wilayah Kota Bengkulu
b. Bahwa masih banyak masyarakat Kota Bengkulu tidak
menggunakan label Halakehingga penulis tertarik untuk
melakukan penelitian ini.
c. Bahwa dari segi tempat atau lokasi penelitianberada di
wilayah Kota Bengkulu, sehingga lebih mempermudahups
dalam memperoleh data penelitian apabila terjadutangan

data.

31 Ade SaptomoPokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris MuPenerbit
universitas Trisakti, Jakarta. Him 42.
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3. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian deogalyang
sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, béidig (atau mati),
kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, denfmnasau ciri yang
sama®? Adapun yang menjadi populasi penelitian dalanadilah Balai
Pengawas Obat dan Makan Provinsi Bengkulu, LemiRegggkajian
Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulamanesia (LPPOM
MUI) Provinsi Bengkulu, Majelis Ulama Indonesia #resi dan Majelis
Ulama Indonesia Kota Bengkulu serta produsen makattiaKota
Bengkulu.
b. Sampel Penelitian
Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adplaiposive
sampling yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada odhldan
tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili papulaecara
keseluruhan. Dalam menentukan sampel sebagai m@spodalam
penelitian ini yang menggunakgurposive yaitu sampel ditentukan
terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampresponden

dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukamamg dapat

%2 Bambang Sunggono, 199Wletode Penelitian Hukumlakarta: PT RajaGrafindo
Persada, Hal : 118.
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mewakili populasi penelitian. Berdasarkan kriteégesebut, maka yang
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :
1) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Benlgku
2) Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Provinsi Bengkulu.
3) Ketua Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Prasii
Bengkulu.
4) Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rsovi
Bengkulu.
5) 4 orang produsen makanan dalam kemasan.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langslami sumber
pertama, yakni prilaku warga masyarakat, melautiefigan® Dalam
melakukan ~ wawancara ini penulis  menggunakamedoman
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumsgauai dengan data
yang diperlukan, namun, disini pedomaertgmyaannya hanya
masalah pokok saja, sehingga respondensihmamempunyai

kebebasan dan wawancara tidak menjadiu kaehingga tidak

¥ Soerjono Soekanto, 196®engatar Penelitian HukumJI-Press, jakarta, Him. 12
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tertutup kemungkinan perluasan materi yadigelaraskan dengan
keperluan penulis (wawancara bebas terpimpin).
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh  datudi
kepustakaan dengan cara melakukan penelitian le@ast yang
bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-k@nsepori-teori,
pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrinrdollan asas-
asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok gaahan yang
diteliti. Untuk itu, semua referensi yang bersiiaum maupun khusus
digunakan dalam penelitian kepustakaan. Referemsunu adalah
seperti ensiklopedia, kamus dan buku-buku teks &kargra sarjana,
sedangkan referensi khusus seperti putusan peagadiurnal
penelitian, laporan hasil penelitian dan majalatiah

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupgata
sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatketa gang sempurna,
lengkap, dan valid. Selanjutnya data dikumpulkamseldksi dan
diklasifikasi serta disusun secara sistematis sederegan kelompok-
kelompok pembahasan terhadap permasalahan.

b. Analisis Data
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Data yang diperoleh baik data primer maupun dakarsker
dikelompokkan dan disusun secara sistematis. $#a@ data tersebut
dianalisis kualitatif yaitu data yang tidak merugakperhitungan dan
pengujian angka-angka, tetapi dideskriptifkan dengaenggunakan
data kualitatif dengan menggunakan metode dedudifu: kerangka
berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari damagybersifat umum
ke dalam data yang bersifat khusus dan data ygmeyaleh melalui
responden ditarik untuk menggambarkan populasiatengenggunakan
metode induktif yaitu kerangka berfikir dengan ménkesimpulan dari
data yang Dbersifat khusus ke dalam data yang hersif
umum.Berdasarkan analisis tersebut selanjutnyaaitam secara
sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawgbemasalahan

yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.
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BAB Il
GAMBARAN UMUM

A. Deskripsi Kota Bengkulu

Nama Bengkulu menurut Nantu Kesumo dalam legendhuasil nama
Bengkulu berasal dari nama sungangkahuluyang berarti pinang yang hanyut
dari haluan atau huftfkKota Bengkulu sebagian besar merupakan daerah,subur
karena curah hujan cukup memadai. Sejak dahulu KBdungsudah terkenal

sebagai penghasil lada. Selain itu juga hasil pemtedan perkebunan seperti padi,

34http://rejang-lebong.blogspot.com/2009/02/nantuskes-legenda-bangka-hulu-
asal.htm] di akses pada tangga 5 September 2013.
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sayur mayur, dan buah-buahan. Sebagai kota pesmiragian penduduknya
menggantungkan hidupnya sebagai nelayan.Mata pamnaahpenduduk lainnya
umumnya bertani, baik pertanian padi di sawah maygaukebunan seperti sawit,
sayuran dan sebagainya. Selain itu, penduduk KetaglBilu adalah Pegawai
Negeri Sipil dan Swasta.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahur6,1B&ngkulu

merupakan salah sakota Kecil dengan luas 17,6 km2 dalam provinsiSumatera

Selatan PenyebutanKota Kecil ini kemudian berubah menjad{otamadya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tgntaokok-Pokok
Pemerintah Daerah. Setelah keluarnya Undang-Unddorgor 9 Tahun 1967

tentang Pembentukan Provinsi Bengki{otamadya Bengkulu sekaligus menjadi

ibukota bagi provinsi tersebut.Namun Undang-Undangebut baru mulai berlaku

sejak tanggal 1 Junil96&®telah keluarnya Peraturan PemerimMMamor 20 Tahun

1968*Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daénahkat | Bengkulu
Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981, KotamaDg&rah Tingkat Il
Bengkulu selanjutnya dibagi dalam dua wilayah sgp@t kecamatan vyaitu

Kecamatan Teluk Segadan Kecamatan Gading Cempakengan ditetapkannya

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkaéngkulu Nomor 440

dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Suratitdsgn Gubernur Kepala

3 http://www.bengkulukota.go.id/v2/ di akses padegga 5 September 2013.
36 perhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahu8@ 196
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Daerah Tingkat | Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 g¢amhdl Oktober 1982,
penyebutan wilayaKedatukardihapus daiKepemangkuamenjadi kelurahan.

Kota yang merupakan Ibu Kota Provinsi ini terlethkKawasan Pesisir
barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung rd&sgaudera Hindia dan
berada pada koordinat 300 45’ — 300 59’ LS dan 1DBPG 1020 22’ BT dengan
luas wilayah 151,7 km2.Penduduk yang mendiami kutéerasal dari berbagai
suku bangsa, antara lain ; Suku Melayu, Rejan@viasr Lembak, Bugis, Minang,
Batak dan lain-lain. Kota ini memiliki beberapa ekywisata yang sangat
potensial untuk dikembangkan yang terdiri atas,afdif\lam, Wisata Sejarah dan
Wisata Budaya.

Kota Bengkulu mempunyai visi, yaitu Menuju Masyatkyang
Bermartabat dan Makmur. Visi tersebut memiliki dkanci pokok yakni
Masyarakat Bermartabat dan Kota Yang Makmur. Sebhgkota provinsi, Kota
Bengkulu memiliki sarana pelabuhan darat, laut ddara. Prasarana jalan dan
perhubungan yang memadai merupakan salah satut gyarg sangat penting,
agar roda kegiatan perekonomian suatu wilayah dapgilan dengan baik
dimana Kota Bengkulu sebagai pusat pelayanan ragioremiliki beberapa
terminal sebagai tempat perpindahan manusia ataandpabaik yang keluar
maupun yang masuk ke Kota Bengkulu. Dengan mejéras transportasi yang
ada, di Kota Bengkulu transportasi darat (dalam imal jakemasan jalan)
memegang peranan yang lebih dominan dibandinglensgortasi udara maupun

transportasi laut.
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B. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provins Bengkulu
1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri sebagai hafdlri pertemuan
atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuyam@ datang dari
berbagai penjuru tanah air, antara lain melipuéi duluh enam orang ulama
yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masali0 orang ulama yang
merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat tpugaitu, NU

Muhammadiyah Syarikat Islam Pertj Al Washliyah Math’laul Anwar

GUPPI| PTDI, DMI dan_Al Ittihadiyyah 4 orang ulama dari Dinas Rohani

Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatantldan POLRIserta 13
orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh pegard@’ Dari
musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah &estaym untuk
membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulzomana dan
cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebtRibgam Berdirinya
MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawanag kemudian
disebut Musyawarah Nasional Ulama IndonéSia.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangskohesia tengah
berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 20 tenerdeka, di mana
energi bangsa telah banyak terserap dalam perjogmgaik kelompok dan

kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohemat. Dalam

3"http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_IndonesiDiakses tanggal 3 September
2013. Pukul 14.32 Wib.
Bbid.
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perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majeliama Indonesia
sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama daleldawan muslim
berusaha untu®

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat I$fmonesia
dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyayakg
diridhoi Allah Subhanahu wa ta’ala.

b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah kessga dan
kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakatgkatkan
kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kenan antar-
umat beragama dalam memantapkan persatuan dan&edangsa
serta.

c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (peragjindan
penterjemah timbal balik antara umat dan pemeringpima
mensukseskan pembangunan nasional.

d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar o@gnismbaga
Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikanblrigan
dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Idéargan
mengadakan konsultasi dan informasi secara tindddd. b

Dalamkhittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumnska

lima fungsi dan peran utama MU, yaftu:

a. Sebagai pewaris tugas-tugas para NAlarasatul Anbiya
b. Sebagai pemberi fatwan(ifti).

Sebagai pembimbing dan pelayan unRiayat wa khadim al
ummab.

Sebagai gerakdslah wa al Tajdid.

Sebagai penegamar ma'ruf nahi munkar

o

© o

2. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bendxulu
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majalig) ynenghimpun

para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indone#iak menyatukan
gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesiandat@wujudkan cita-cita
bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada talhgg Rajab 1395 H,

*bid.
“Obid.
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bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jalsetmgai hasil dari pertemuan
atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zwanwa datang dari
berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputa dawluh enam orang
ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 1@&ngr ulama yang
merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat tpugaitu, NU,
Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI. Al Washliyaath'laul Anwar,
GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang uladei Dinas Rohani Islam,
AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendelaawang merupakan
tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sekesd¢pakatan untuk
membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulaoema dan
cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuahGRM BERDIRINYA
MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta mwsyah yang kemudian
disebut Musyawarah Nasional Ulama [.Momentum biergr MUI
bertepatan ketika Bangsa Indonesia tengah berada fase kebangkitan
kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana enexggda telah banyak
terserap dalam perjuangan politik kelompok dan thagrgeduli terhadap
masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa medakahapewaris
tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka teeréerpanggil
untuk berperan aktif dalam membangun masyarakatlmeladah MUI,
seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama gadaan penjajahan dan
perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islamomegia menghadapi
tantangan global yang sangat berat. Kemajuan daimseknologi yang dapat
menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaymlgyang didominasi
Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan niadésvayang dapat
melunturkan aspek religiusitas masyarakat serteemmelnkan peran agama
dalam kehidupan umat manusia.Selain itu kemajuan kdmagaman umat

Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, @sgain sosial dan
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kecenderungan aliran dan aspirasi politik, serirendatangkan kelemahan
dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dndah umat Islam
sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisnedonkpok
(Ananiyah Hizbiyahyang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUAKim
dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organigasinkapinan umat Islam
yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan tai@hmi, demi
terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebensanmes Islam.

Dalam perjalanannya, selama tiga puluh enam tahajelis Ulama
Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulamanazwan cendekiawan
muslim berusaha untuk memberikan bimbingan darumant kepada umat
Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bgamskat yang
diridhoi Allah Swt; memberikan nasihat dan fatwa ngenai masalah
keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah numyarakat,
meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Igtaindan kerukunan
antar-umat beragama dalam memantapkan persatuarkedatuan bangsa
serta; menjadi penghubung antara ulama dan umasmefintah) dan
penterjemah timbal balik antara umat dan pemerigiata mensukseskan
pembangunan nasional; meningkatkan hubungan sestfas&ma antar
organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslidalam memberikan
bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususmgz Islam dengan
mengadakan konsultasi dan informasi secara timldik.bDalam khitah
pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumugdkaa fungsi dan peran
utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para N@kargsatul Anbiya

Sebagai pemberi fatw(ifti)

Sebagai pembimbing dan pelayan unkatvayat wa khadim al ummah
Sebagai gerakaslah wa al Tajdid

A

Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar
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Semenjak terbentuknya MUI pada tahun 1975, Majdisna Indonesia
Provinsi Bengkulu telah mengalami beberapa kali ydwsrah Daerah, serta
mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, ldindengan K.H.
Aminuddin Anas, K.H. M. Nursasdi, Prof. Dr. K.H. dyaan Nur, Drs. H.
Bachtiar Djamal, Drs. H. Syarnubie Syabihi, M. AgHKAhmad Daroini dan
Prof. DR. H. Rohimin, M.Ag (Ketua Umum MUI ProvinBiengkulu Masa
Khidmat 2010-2015). Dalam perkembangannya MUI PsavBengkulu telah
menempati Kantor Sekretariat yang di berikan PeRm&insi dengan status
pinjam pakai Gedung Ex Rumah Dinas Ketua DPRD RsovBengkulu
semenjak tahun 2005 hingga saat ini.

3. Susunan Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-afan dan

Kosmetika (LPPOM MUI) Provinsi Bengkulu Periode 2011-2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga PengkajianaRar@bat-
obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia PNsatiSK37/Dir/LPPOM
MUI/VII/LL.

DEWAN PEMBINA

Ketua : Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag

Sekretaris : H. Dani Hamdani, M.Pd

Anggota
1. Kepala Kementrian Agama Provinsi Bengkulu
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
3. Rektor Universitas Bengkulu

4. Rektor Universitas Muhamadiyah Bengkulu
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5. Kepala Badan POM Perindag Provinsi Bengkulu

6. Kepala Div. UKM Perindag Provinsi Bengkulu

b. DEWAN PELAKSANA

Direktur

Wakil Direktur
Sekretaris

Wakil Sekretaris
Bendahara

Kepala Bidang

. Ir. Edwar Suharnas, MP
: Dr. Chairul Muslim, M.Sc
: Abdul Qohar, M.HI
: Junaedi, SE

: Ir. Wismalinda Rita, MP

a) Bidang Auditing & Sistem Jaminan Halal :

1) Drs. H. Supardi Mursalin. M.Ag

2) Suwarjin A. Muzayin, S.Ag, M.Ag

3) Drs. Nisbah, MS

4) Drs. Zulkarnain

5) Drs. Willy Darwis, MS

6) Ir. Dirwan

7) Drs. Kasmiruddin

8) Drs.Hasan Basri Daulay, MS

b) Bidang Sosialisasi :

1) H. Nehwan Efendi, S.Ag. MM

2)  dr. Eko Rahmi Nurhayati
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3)  Yunika, M.Si.Apt
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setiap Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Beredar DKota Bengkulu
Wajib Mencatumkan Label Halal

Agar masyarakat terlindung dari informasi label gdperlebihan serta
untuk menghindari keresahan yang diakibatkan olabell pangan yang
cenderung menyesatkan, maka pemerintah menerbRkaaturan Pemerintah
tentang label dan iklan pangan.Kesadaran masyanakiatk mengkonsumsi
makanan atau minuman yang dijamin kehalalannya ukwgi. Untuk itu,
pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi madyar akan konsumsi
makanan halal. Yang dimaksud dengan makanan rddédlapangan yang tidak
mengandung unsur atau bahan yang haram atau djlardok dikonsumsi oleh
umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pargdrgn tambahan pangan,
bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuknbpéngan yang diolah
melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pardgn yang pengelolaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama.Islaknuntuk memperoleh
kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsupasigan dan
menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin itkgalhidup dan

kehidupan manusia. Pada Pasal 30 ayat (1) UndadgfgnNomor 7 Tahun
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1996 tentang Pangan disebutkan setiap orang yangproduksi atau
memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan ydikgmas untuk
diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, ldnjadan atau di kemasan
pangan.

Dalam penelitian ini mengkaji apakah setiap produkkanan kemasan
yang beredar di Kota Bengkulu wajib mencatumkarellahalal. Berkaitan
dengan hal tersebut, Edwar Suhafhagang merupakan Ketua Lembaga
Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majdlama Indonesia
(LPPOM MUI) Provinsi Bengkulu, mengatakan bahwaageprodusen makanan
diwajibkan mencantumkan label halal di dalam kemaswmkanan tersebut,
karena untuk menjamin kehalalan makanan terselgit raat muslim. Sebab
mayoritas masyarakat Kota Bengkulu orang Muslim.Kbta Bengkulu masih
banyak produsen makan dalam kemasan yang tidak gneakan label halal
seperti makan-makan kemasan kecil seperti makarail produksi home
industri. Lebih lanjut Edwar Suharnasmenjelaskasuae ketentuan hukum
mengenai pelabelan tersebar dalam berbagai pemapgeundang-undangan,
diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tent&weglindungan
Konsumen, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, PP6BloTahun 1999
tentang Label dan Iklan Pangan, Permendag No.22AG/PER/5/2010 tentang

Kewajiban Pencantuman Label pada Barang, UU NoT&tun 2009 tentang

“1 Wawancara tanggal 3 September 2013.
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Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/b&8K/VIII/1996
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatdah No,
82/Menkes/SK/1/1996 tentang Pencantuman Tulisan dlaH“ pada Label
Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180keiei®Per/1V/1985 tentang
Makanan Daluwarsa yang telah dirubah dengan Kepotiirjen POM No.
02591/B/SK/VIII/91.

Zulkifli ** yang merupakan Kepala Balai Pengawas Obat dan ndaka
(BPOM) Provinsi Bengkulu,menjelaskan mengkonsumangan yang halal
merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim sefiartan Allah dalam surat
Al Maaidah ayat 88 dan Al Bagarah ayat 168. Memakekanan yang tidak
halal dapat mengakibatkan doa kita tidak terkalamhal yang tertolak, dan
daging yang tumbuh dari barang yang haram tempasadah neraka. Di
butuhkan kesadaran produsen-produsen makanan @& Rehgkulu untuk
menjamin kehalalan suatu produk makanan dalam lkamasperti makanan
ringan, salah satu bentuk makanan yang sering dkemtidak mengunakan
label halal yaitukeripik bledang,Lempuk Durian, ygepunai, kacang siput, dan
lain-lain. Zulkifli**mengatakandi dalam Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen sebagai undang-uranog tidak mengatur
secara spesifik mengenai pelabelan khususnya prmahdan. Pengaturan secara

lebih spesifiknya ada dalam PP No. 69 Tahun 198Belem PP tersebut lahir,

“2\Wawancara tanggal 7 September 2013.

3 Wawancara tanggal 7 September 2013.
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pengaturan pelabelan secara singkat ada dalam UW Nahun 1996 tentang
Pangan. Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 rhémen bahwa yang
dimaksud dengan label pangan adalah : setiap kgi@mamengenai pangan yang
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya la¢stuk lain yang disertakan
pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan ataamerupakan bagian
kemasan pangan. Pengertian yang sama juga ada kielenmuan Pasal 1 angka
15 UU No 7 Tahun 1996. Lebih lanjut di dalam P&&P No. 69 Tahun 1999
ditentukan bahwa :

1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan parygag
dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdakgmmgwajib
mencantumkan label pada,di dalam, dan atau di kearagan.

2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayatildkukan
sedemikianrupa sehingga tidak mudah lepas dari s&nmya, tidak
mudah luntur ataurusak, serta terletak pada bakggamnasan pangan
yang mudah untuk dilihat dandibaca.

Kemudian didalam Pasal 3 dari PP No. 69 Tahun 18@@but ditentukan

bahwa :

1) Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (lisikha
keteranganmengenai pangan yang bersangkutan.

2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)esekkurangnya :
a. hama produk
b. daftar bahan yang digunakan
c. berat bersih atau isi bersih
d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau medeasu

pangan kedalam wilayah Indonesia.
e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Secara yuridis sebagaimana diketahui sesuai denBanaturan
Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dam IREngan, maka produsen

dan importir pangan berkewajiban untuk memberikatedangan dan atau
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pernyataan yang benar dan tidak menyesatkan temangan dalam label.
Akan tetapi jika diperhatikan label pangan yang etar saat ini
terdapatberagam informasi di dalamnya, mulai daina produk tersebut
hingga kata-kata/ kalimat bombastis yang biasararaydn untuk kepentingan
promosi semata.

Hasbullah ** selaku wakil Majelis Fatwa MUl Provinsi Bengkulu
menjelaskan masih banyak produk makanan dalam leemeashg yang beredar
di Kota Bengkulu yang belum mencantumkan label Ihatasbullah *°
mengatakan sudah kewajiban setiap produsen makamak mencantukan
label halal, masih banyak makanan dalam kemasag tdak menggunakan
label di Kota Bengkulu seperti makanan ringan pksduumahan. Terhadap
produsen makanan dalam diwajibkan untuk mencantonedzel halal, sebab
Di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 69 t4B08 tentang Label dan
Iklan Pangan, Setiap orang yang memproduksi atanasekkan pangan yang
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdgk@m dan menyatakan
bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bygytarg jawab atas
kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencanturkkéerangan atau
tulisan halal pada Label. Pernyataan tentang Balegaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkam Ild#bel. Hasbullah

*\Wawancara tanggal 5 September 2013.

S \Wawancara tanggal 5 September 2013.
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“*menerangkan pemegang sertifikat halal MUl bertanggijawab untuk
memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, statifikat halal ini dapat
dipindahtangankan. Peraturan Pemerintah No.69 taB@A pada Pasal 1 ayat
(3), Label pangan adalah setiap keterangan mengamgan yang berbentuk
gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuwk ylang disertakan pada
pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, etewupakan bagian
kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peratunareripéah ini disebut
Label.

Sebagimana kita ketahui dalam pasal Pasal 1 aygeer@uran
Pemerintah No0.69 tahun 1999, Pangan halal adalatgapa yang tidak
mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilamatak dikonsumsi
umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangahan tambahan
pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnyasakibahan pangan yang
diolah melalui proses rekayasa genetika dan radmsigan, dan yang
pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuamhAgamaumat Islam.

Bahwa Pengaturan label halal pada Pasal 10 Pargteraerintah No.69
tahun 1999tidak dimaksudkan untuk mematikan ataupefemahkan usaha
dan aktifitas perusahaan, tetapi justru sebaliksghab pengaturan lebel halal

diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingahaugang sehat, serta

6 \Wawancara tanggal 5 September 2013.
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diharapkan dapat melahirkan perusahaan yang tandgldm menghadapi
persaingan sehat melalui penyediaan barang dayaaggberkualitas.

Rusydi SyarfY selaku ketua MUI Kota Bengkulu , menerangakan leahw
setiap makanan yang beredar diBengkulu wajib memgjan label halal
karena untuk menjamin kehalalan makanan dalam kemésrsebut bagi
masyarakat yang beragama Islam, sebab umat Isl@mardy mengkonsumsi
makanan atau minum yang tidak halal, Rusydi Sfmenerangkan pangan
adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber dagaair, baik yang diolah
maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagaiamak atau minuman bagi
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangfaar) lbbaku pangan, dan
bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapanggiahan, dan atau
pembuatan makanan atau minuman. Setiap orang yamgpraduksi atau
memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayalonésia untuk
diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tetsabubagi umat Islam,
bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan terselam wajib
mencantumkan keterangan atau tulisan halal padal.Lab

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketélalnwa setiap
makanan yang dalam kemasan di wajibkan mengunakah halal karena di

dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahé m@nyebutkan :

“"\Wawancara tanggal 6 September 2013.
“8 \Wawancara tanggal 6 September 2013.
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1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan paymyag dikemas
kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bwajiencantumkan
label pada, didalam, dan atau dikemasan pangan.

2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayatdilgkukan
sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas daragkammya, tidak mudah
luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kempangan yang mudah
untuk dilihat dan dibaca.

Dari penjelasan Pasal di atas diketahui sudah Keavejpara produsen
makanan kemasan tersebut untuk mencantukkan laddal karena secara
yuridis pemerintah telah mengaturnya serta menjakehalalan produk
makanan tersebut bagi umat muslim.

2. Penyebab Produk Makanan Dalam Kemasan Tidak BerladeHalal Banyak

Beredar Di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian penulis, di Kota Bemgkmasih banyak
produsen makanan kemasan dalam kemasan yang betmvamtumkan label
halal pada produknya, dapat dilihat pada tabelkbier

Jumlah Produsen Pangan Yang Tidak Berlabel Halal
Dari Tahun 2011-2013 di Kota Bengkulu

NO Tahun Jumlah Produsen Pangan
1. 12011 19
2. | 2012 17
3. | 2013 28

Hal ini disebabkan oleh masih banyak terdapat gesdydagi produsen

untuk mendapatkan sertifikat dan label halal. Heael penulis menunjukan
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terdapat beberapa hambatan produsen untuk mempeftabel halal pada

makanan kemasan dalam kemasan di wilayah Kota Béngkeliputi:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Produsen MakananKemasantuk U
Mendapatkan Sertifikat dan Label Halal

Zulkifli *° yang merupakan Kepala Balai Pengawas Obat dan riaka
(BPOM) Provinsi Bengkulu mengatakamahwa hambatan utama dalam
memperoleh label halal adalah kurangnya kesadanakuni produsen
makanandalam kemasan untuk mendaftarkan produk gémasilkan guna
mendapatkan sertifikat dan label halal. Hanya sebdgecil produsen makanan
dalam kemasan di Kota Bengkulu yang mempunyai lesad untuk
mendapatkan sertifikat dan label halal.

Edwar Suharna$ yang merupakan Ketua Lembaga Pengkajian Pangan
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama IndondskRPOM MUI) Provinsi
Bengkulu,kesadaran hukum produsen makanan dalanadegmmerupakan
penentu utama dalam upaya untuk mendapatkan leatriifan label halal. Akan
tetapi, saat ini sebagian besar produsen makankEmkiamasan di Kota
Bengkulu belum memiliki kesadaran hukum untuk méadkan produk
makanankemasan mereka ke LPPOM MUI guna untuk npatkkn sertifikat
dan label halal. Belum adanya kesadaran hukum perdumakanan ini

tentunya merupakan hambatan bagi LPPOM MUI untulakog&an sertifikasi

49 Wawancara tanggal 7 September 2013.

0 \Wawancara tanggal 3 September 2013.
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dan pelabelan label halal terhadap produk makamdamdkemasan di Kota
Bengkulu. Hal ini dikarenakan secara hukum LPPOMINersifat menunggu
pengajuan permohonan yang disampaikan oleh prodi3®mgan demikian,
secara hukum produsen lah yang harus aktif untukdafearkan produk
mereka ke LPPOM MUI.

. Kurangnya Pengetahuan Produsen MakananDalam Kemdsahadap
Sertifikat dan Label Halal

Jika indikator pengetahuan yang dimaksud adalalygtehuan pengusaha
kecil di bidang pangan dalam kemasan tentang isbstansi) dari regulasi
mengenai sertifikasi produk halal, maka hasil pé@aal penulis mendapatkan
kesimpulan bahwa, dari 4 orang produsen makanamd&emasan di Kota
Bengkulu yang menjadi sampel penulis, tidak yanggetahui tentang regulasi
sertifikasi produk halal.

Rusydi Syant selaku ketua MUl Kota Bengkulu,mengatakan bahwa
kurangnya pengetahuan produsen makanan dalam kerdaata Bengkulu
terhadap sertifikasi dan label halal menyebabkararignya minat produsen
tersebut untuk mendapatkan label halal. Kebanyakadusen makanan dalam
kemasan tersebut hanya mengetahui bahwa untuk mntencalabel halal
tersebut harus mendapatkan izin dari MUI tetapalkidnengetahui secara

lengkap mengenai tata cara untuk mendapatkan halbedltersebut.

1 Wawancara tanggal 6 September 2013.
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Hasbullai®> selaku wakil Majelis Fatwa MUl Provinsi Bengkulu,
mengatakan rendahnya pengajuan permohonan sdrtiflas label halal
makanandalam kemasan di MUI Provinsi Bengkulu dib&bn juga oleh
kurangnya pengetahuan masyarakat dan khususnyasemdnakanankemasan
di Kota Bengkulu terhadap tata cara dan prosedugaaan permohonan
sertifikasi dan label halal. Produsen tidak mengdtaecara lengkap mengenai
regulasi label halal. Rendahnya pengetahuan prodeskadap sertifikasi dan
label halal menyebabkan kurangnya keinginan makgartamtuk mendaftarkan
produk mereka guna mendapatkan sertifikat dan ldizéal. Selain itu,
terkadang karena ketidaktahuan produsen seringk@tiggunakan label halal
tanpa ada sertifikat atau izin dari LPPOM MUI.

Meta >3 yang merupakan produsen makanandalam kemasarBlemaiulu
mengatakan tidak mengetahui mengenai tata car& urendapatkan sertifikat dan
produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan Yenigku. Dirinya hanya
mengetahui bahwa label halal di keluarkan oleh M#®tapi mengenai sertifikat
halal yang merupakan persyaratan untuk mendap&tkeahhalal sama sekali tidak
mengetahuinya.

Marleng* mengatakan bahwa berkaitan dengan tata cara meletp@roduk

halal, dirinya hanya mengetahui bahwa produk tditédpat dengan mendaftarkan

*2\Wawancara tanggal 5 September 2013.
3 \Wawancara tanggal 8 September 2013.

> \Wawancara tanggal 8 September 2013.
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produk makanan dalam kemasan kepada LPPOM MUI. Ak#api prosedur
secara jelasnya tidak mengetahuinya. Lebih lanjMigarlena mengatakan
bagaimanamau mendaftarkan sertifikasi dan label kalau para produsen sendiri
tidak mengetahui secara jelas tata cara untuk npartiin label halal tersebut.

. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Sertifikasai darelLglalal

lgbaP® yang merupakan produsen makanandalam kemasan taeanya
bahwa dari dulu hingga saat ini belum ada penyulub$au sosialisasi
mengenai sertifikasi dan tata cara pencantumarn kb yang dilakukan oleh
pihak pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makaaapun dari MUI.

Hal senada juga disampaikan oleh Rahmat Hid&yeing mengatakan
bahwa dirinya pernah mendaftarkan produknya untekdapatkan sertifikat
dan label halal dari LPPOM MUI bukan dikarenakashohdanya sosialisasi
yang dilakukan oleh pemerintah, Badan POM maupurPQ®R MUI,
melainkan atas inisitif dirinya sendiri dikarenakamoduknya sudah dijual
hingga luar Kota Bengkulu. Sehingga dirinya penhdulk mencatumkan label
halal.

Lebih lanjut,Rahmat Hidayat menyampaikan hinggarsal ini memang
belum pernah ada pihak LPPOM MUI, Badan POM, maupustansi

pemerintah lainnya yang melalukan sosialisasi féexsi dan label halal di

%5 Wawancara tanggal 9 September 2013.

%6 \Wawancara tanggal 6 September 2013.
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daerahnya. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkayshaebagian kecil saja
pihak produsen yang menggunakan produk halal, der@ produsen
mencantumkan label halal secara ilegal, akibat Hetidaktahuan produsen
tersebut.

Kurangnya Sosialisasi terhadap regulasi sertifikisi label halal juga
diakui oleh Edwar Suharndsyang merupakan Ketua Lembaga Pengkajian
Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulamanesia (LPPOM MUI)
Provinsi Bengkulu. Menurut beliau, kurangnya sossasli terhadap tata cara
pendaftaran sertifikasi dan label halal disebabdl@h berbagai faktor, antara
lain, kurangnya tenaga di LPPOM MUI, terbatasnyaadalan belum adanya
data podusen makanan dalam kemasan yang akur&tlissess bukannya tidak
dilakukan tetapi intensitas dan bentuknya yangatarh

Zulkifli® yang merupakan Kepala Badan POM Provinsi Bengkulu
mengatakan bahwa pihak Badan POM Provinsi Bengknémang tidak
mengagendakan secara khusus mengenai sosialisgisiasie label halal
dikarenakan hal tersebut merupakan tugas dan wagdrRPOM MUI. Akan
tetapi, dalam berbagai kesempatan sosialisasi Ba@dh seringkali memasuki
materi pentignya untuk dilakukan sertifikasi darbel halal pada produk
makanan dalam kemasan.

d. Belum Tegasnya Aturan Hukum Mengenai Sertifikasi dabel Halal

> Wawancara tanggal 3 September 2013.
%8 \Wawancara tanggal 7 September 2013.
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Zulkifli yang merupakan Kepala Balai POM Provinsiergkulu
mengatakan bahwa masih banyaknya produsen makatem #emasan yang
belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapaskatifikat dan label
halal dikarenakan belum adanya sanksi yang tegaadap produsen yang
tidak mencantumkan label halal pada produk merdk@hkan peraturan
perundang-undangan belum mewajibkan secara penwdugen untuk
mencantumkan label halal.

Secara yuridis Pasal 10 Ayat (1) Peraturan PenaériNb. 69 tahun 1999
tentang Label dan Iklan Pangan, Setiap orang yamgnproduksi atau
memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayalonésia untuk
diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tetsabubagi umat Islam,
bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan terselam wajib
mencantumkan keterangan atau tulisan halal padal.Ldlrhadap produsen
makanan tersebut lebih meningkatkan kesadaran hukatok menaati
peraturan tersebut karena negara telah mengatudsalam peraturan
pemerintah itu.

Mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun1999 Tiak Mampu
Mencegah Beredarnya Makanan Dalam Kemasan Yang Tida Berlabel

Halal Di Kota Bengkulu

Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklargama maka

masyarakat perlu memperoleh informasi yang bersas jdan lengkap baik
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mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hah Igang diperlukannya
mengenai pangan yang beredar di pasaran. Inforpata label pangan atau
melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakatr aggpayamasing-masing
individu secara tepat dapat menentukan pilihan Isgbenembeli dan atau
mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi ydag ppaka kecurangan-
kecurangan dapat terjadi.

Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesedet yang perlu
diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkaalun label dan atau iklan
pangan, namun perlindungan secara batiniah pdrkridan kepada masyarakat.
Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dardy#wk Indonesia yang
secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindunglalui pengaturan halal.

Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau keparcdgmnya tetap
dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang mengouksi pangan atau
memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia udifprdagangkan bagi
keperluan tersebut.

Edwar Suharnd$ yang merupakan Ketua Lembaga Pengkajian Pangan
Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama IndonesRPOM MUI) Provinsi
Bengkulu, mengatakan kenapa Peraturan PemerintahoN69 Tahun 1999
tidak mampu mencegah beredarnya makanan kemasgrtigtak berlabel halal

diKota Bengkulu disebabkankurangnya pengawasan B8&OM terhadap

%9 Wawancara tanggal 3 September 2013.
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makanan kemasan yang tidak berlabel halal. Dalarggweasan label halal pada
makanan kemasan dijelaskan pada Pasal 59 dan @®afaraturan pemerintah
Nomor 69 tahun 1999 :

Pasal 59:

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentdmg Han lklan
dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan

Pasal 60 :

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimakdach dPasal
59, Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk dmsertagas
pemeriksaan.

(2) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam BHydipflih dan
ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahkatentu yang
dimiliki.

(3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalamlgydigngkat dan
diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarakan penjelasan Pasal di atas, maka piha§ ynempunyai
kewenangan dan kewajiban dalam pengawasan labal Halam makanan
kemasan adalah BPOM provinsi Bengkulu.

Zulkifli ® yang merupakan Kepala Balai Pengawas Obat dan ridaka
(BPOM) Provinsi Bengkulu, mengatakankenapa Penat@@merintah Nomor
69 Tahun 1999 tidak mampu mencegah beredarnya @makesmasan yang
tidak berlabel halal di Kota Bengkulu, lemahnyaksagang diberikan terhadap

produsen makanan sebagaimana yang di atur dalaral Bas Peraturan

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Rangan, yakni:

0 \Wawancara tanggal 7 September 2013.
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1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuaragagbana
dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dikenakemlakan
administratif
2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada(ay meliputi:
a. Peringatan secara tertulis
b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktuatkzu
perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran

c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan keseHan
jiwa manusia

d. Penghentian produksi untuk sementara waktu

e. Pengenaan denda paling tinggi Rp.50.000.000 (lielahpjuta
rupiah), dan atau:

f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana duda#talam ayat
(2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dilakukan setg@ahngatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibersedanyak-
banyaknya 3 kali.

4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana duda#talam ayat
(2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh mentri telsesuai dengan
kewenangannya berdasarkan masukan dari mentridiaseh

Serta konsekuensi hukum lainnya terhadap prodyaeg merugikan
konsumen didasari pada Pasal 19 Undang-Undang Nd@&mdahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti atgs
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumkibat a
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkao §ang
diperdagangkan.

2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayatdfat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang danfaenberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan peratunamdpeg-undangan
yang berlaku.

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tengganguwa (tujuh)
hari setelah tanggal transaksi

4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud padélagain (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidandassekan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kbsal

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) damd#R berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahasebté
merupakan kesalahan konsumen.
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Dengan demikian, seharusnya BPOM lebih meningkakika@rja dalam
pengawasan terhadap makanan kemasan yang beredasatan agar dapat
meminimalisir peredaran makanankemasan yang tidakiiliki label halal
dalam kemasan di Kota Bengkulu. Jelas sekali batweara yuridis Negara
telah mengatur tentang label halal dalamPeratueameRntah Nomor 69 Tahun

1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahuas jeekali Negara
mengatur tentang labelisasi halal terhadap makdatam kemasan. Hal ini
memberikan pengertian bahwa keterangan halal yéoegikan oleh perusahaan
haruslah benar, atau telah teruji terlebih dahDengan demikian, perusahaan
tidak dapat serta merta mengklaim bahwa produkratal,hsebelum melalui
pengujian kehalalan yang telah ditentukan. Kebenadzeraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang sertifikasi danlisaise halal tersebut
dipandang sebagai hal yang positif bagi umat Islamuk mendapatkan
kepastian hukum atas produk-produk pangan yanedberdi pasar, sehingga
diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untekgkonsumsi produk

pangan yang berlabel halal tersebut.
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